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TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PABANG SALIDO
KECAMATAN [V JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT IV JURAI,

Membaca ¢ Burat Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jursd
Nomor @ 910/05/WN-BP3/1/2020 tanggsl 20 Januarl 2020
perihal Penvampalan Bancangan Peraturan Nagarl tentang APB
Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020;

Menimbang 8. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagard vang
selanjutnys disinglat APE Nagar adalah rencana keuangan
tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara
Wali Nagarl dan Bamus Nagar wvang ditctapkan dengan
Peraturan Magard;

B bahwn pendelegasian kewenangan  melakukan  evaluasi
Rancangan Peraturan  Nagarl tentang AFBE  Nagari dan
Eancangan Peraturan Magarl tenfang rancangan AFB Magari
kepada Camst atay sebutan lainnva, seclanjutnya Camat
membenipk tim evaluasi;

c. bahwa Pemernntah Kecamatan dalam fungsinys untuk
membing dan  mengawasi  penvelengRAraan pemerintahan
Magari  sesusai  dengan ketenfuan Peraturan  Perundang
Undangan vang mengatur Nagar:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimsksud
pada hurul ab dan c tersebut distas dipandang perlu
menelapkan keputusan Camat IV Jural tentang tim evaluasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2020:

Mengingat 1. Urndang-Undsng HMNomor 12 Tahun 1956 tontang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupalen Dalamn Lingkungan
[Daerah  FPropinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25| Jis Undang-
undang Drt, Nomor 21 Tebun 1957 (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) Jo Undang-
Undang 1958 (Lembaran Negara Hepublils Indonesia Tabhun
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19558 MNomor 108 tambahan Lembaran Megara Republilk
Indonesia Nomor 164 3);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
hevangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemernntah Daerah
[Lembaran  Negata Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomore 4438

Undang-Undang Momor & Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 NMomaor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
S40aE

Undang-Undang MO ITsor >3 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5587) sehapaimana telah diabab
beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor 9
Tahun 20105 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negera BEepublik  Indonesis Nomor
SRT9)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tehun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa vang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negard
Repuhlik Indonesia Tahuan 2016 Momor 57)

Peraturan Pemerintah Bepublik Indonesiz No 17 shun 2018
tentang Kecamatan [Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Mo T3);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua stas Peraturan Pemerintah
Homor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Momaor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 41};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
P11 tahun 2084 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Dessa;

Peraturan Menteri Dalam Hegeri Republik Indonesia Notmor
B4 tahun 2015 tentang Susunan Crganisasi dan Tata Kerja
Pemerintanan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Bepublik indonesia NMomor |
tahun 2017 tentang Penataan Desa [Berita Negara Bepublik
Indonesia tahun 2017 Momor 155,

Peraturan Menterd Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menterd
Dalam Negeri Bepublik Indonesia Nomor 82 tabun 2015
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tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomar &117;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal
dan Transmigrasi Momor 11 Tehun 2019 tentang Priontas
Progegunaan Dana Dess Tahum 20020,

Peraturan Menterd Keuangan Nomor 0 205/PME-OY /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Lembaga Kehijakan Pengadasn Barang dan Jasa
Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tenlang Pedoman
Perwusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Baral Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokolk-Polok Pemerintahan Nagati (Lembaran
Daerah Propinst Sumatera Barat Tahun 2007 Momor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan Momor 8 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Nagard Sebageimana Telah di
ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
MNomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daecrah Kabupaten Pesisir Selatan Momor 8 Tahun 2017
tenfang Pemernniahan Magari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

FPeraturan Daerah Eabupaten Pesigsir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Magari [Lembaran Daerah kabupaten Pesisir
Selatan tahun 20 16 Nomor O2];

Peraturan Bupad Pesisir Sclatan Nomor 62 tahun 2015
tentang Pelimpaban  sebagian kewenangan Bupati kepada
Camat di ingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
(Berita Draerah Kabupaten Pesisic Selatan tahun 2015 Nomor
Eﬂ'h

Peraturan Bupall Pesisir Sclatan Nomor 69 tahun 2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Magari [Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 20115 Nomor G2|;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Werja, dan Uraian tugss Jabatan Struktural
Kecamatan [Berita Daerah Kabupaten Pesisic Selalan tahun
216 Moanar);

Peraturan Bupat Pesisic Selatan Nomor 40 tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan
Pemerintah  Kabupaten Pesisir Selatan  (Berita  Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);




Menctapkan
KESATU
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24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tshun 2019
tentang Standar Blaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran
2U2;

25, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkal Magan Serts Tunjangan Kehormatan  Badan
Permusyawaratan Nagari;

28, Peraturan Bupati Pesislr Sslatan Momor 41 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak
Daecrah dan Retribusi Dasrah setiap Nagari vang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tabun Angmaran 2020;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Magari sctiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun Anggaran 2020;

28, Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Momor 43 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana
Magari yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tashun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Evaluasi Rancangan Persturan Magari Bunga Pasang Salido
Kecamatan IV Jurai tentang Angearan Pendapatan dan Belanja
Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020 schagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ind,

Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnean
sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja MNagard Tahun
Anggaran 2020 berdasarkan hasil Ewaluasi  scbagaimana
dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) har kera
terhitung sejak ditedmanva keputusan ind.

Dalam hal Wali Nagar dan BAMUS Nagar] tidak menindaklanjuti
hasil Evaluasi dan fetap menetapkan Rancangan Peraturan
MNagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagar, Maka Perataran
Magari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir
Selatan

Wali Magari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak  terhadap
pelaksanaan APE Nagari vang telah dilakukan Evaluasi,




KELIMA : Dalam hal terdapat kerapuan/ketdakijelasan  aturan  terkait
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Magari, Wali
Magari apgar tidak melaksanakan kegiatan tersebut  untuk
menghindan terjadi permasatahan hukam dikemudian bhari

KEENAM © Keputusan ini mulai berlaku pada tangpgal ditetapkan dan
apabila dikemudian hard terdapat kebeliruan dalam penetapan
ind akan diadakan perbaikan sebagalmana mestinya,

Ditetaphkan di Salido
pada tanggal 4 Februari 2020
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Tembusan disampraikan kepoada
Yih. 1. Bupali Pesisir Selatan di Paingrg

Z. Ingpektur Daerah Kabupalen Pesisir Selotorn of Fainan

3. Kepala BFKD Kabupater Pesisir Selatan di Painan;

o Hepa e DIFMD. PP & KH ."l:'rn!:lu_'l:ru.lrn Pesisnir Selaton of Padia

3. Kepala Bagion Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan df Folnan;
6. Ketue BAMUS Noagard Bunga Pasang Salido di temmpat.




LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : SO0 fpea, / Kpts-C.IV.J 11/ 2020
TANGGAL | 4 Februari 2020

HASIL EVALUABI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG BALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGART TAHUN ANGGARAN 2020

AL ML

1. Alokasl anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Pasang
Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagan Tahun Anggaran 2020 yaitu :

a. Pendapatan schesar Rp. 1,760,482, 100,00.- dengan rincian ;

1] Pendapatan Asli Napar sebesar Fp. L6 Q0L 0,00 -
2] Dane Transfer sebesar Rp.1.693.482, 100,00 .-
3] Lain-lain Pendapatan Nagar Yang Sah sebesarRp.  51.000.000,00,-
x. Belanja sebesar Bp. 1773950, 120,03, - dengan rincian ;
1} Bidang penyvelenggaraan Pemerintahan Magan Rp. 567.865.652,96.-
2] Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Ep. 986.764.950,07 .-
Jd) Bidang pembinaan kemasyaralatan Nagari Rp. 136.320.517,00,-
4] Bidang pemberdayaat masyarakat Nagari BEp.  F2.900,000,00,
5] Bidang Pepanggulangan Bencana, Darurat Fepe, 140, SO0, 000,00,

. Pembiavaan sebesar Bp. 1346802003 dengan rincian |
1] Penerimasan Pembiayaan Ep. 1 3.468.020,03.-
21 Pengeluaran Pembiayaan R, - JOn0.-

2. Rancangan Peraturan MNagari Bungs Pasang Salido tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020
vang disampalkan kepada Pemerintzah Kabupaten Pesisir Selatan Melaud
Camat IV Jural sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS
Magar unfuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan
Limpahan Kewenangan dar Bupatl Pesisir Selatan

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Magar Bunga Pasang Salido Tahun 2020
agar mencantumkan  Pengalokaszian  Anggaran  Belanja  Magard  yvang
mendukung Program  Pembangunan Dasrah  Kebupaten Peslsir Selatan
dengarn Prioritas Penpgunsan Dana Nagari sesusl amanat Peraturan Menberd
Deza, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Momor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dand Désa Tahun 2020 dan Peraturan
Menteri Dalam Negerd RBepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Kewangan Desa,

I3, PENLDAFATAN

1. Pendapatan nagari vang dianggarkan dalam APEB Nagari merupakan :
#. Perkirman yang terukur secars rasional dan memilikl kepastian serta
dasar Bukum penerimaannya.
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b, Selurub pendapaian nagar dianggarkan secara bruto dalam AFB Nagari,
yaitu bahwa jumliah pendapatan nagari vang dianggarkean tidak boleh
dikurangl dengan belanja yvang digunakan dalam rangkas menghasilkan
pendapatan tersebut,

¢, Penganggaran Pendapatan asli Nagarl merupakan Target minimal vang
akan diterima salu tahun berjalan,

Dalam mengangearkan pendapatan, agar nagar mempedomani  prinsip
penpangearan pendapatan terschut diates.

. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari scbesar

Ep. 16,000,000,00, - vang terdiri darl Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong
gebesar Ep, 12.000.000,00,- dan Pungutan Megari darl Administrasi Surat
Menyurat / Lepes sebesar Hp, 4.000.000,00.- Untuk Pungutan Nagari sudah
berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2017 tenteng Administrasi
Surat Menyurat f Leges Nagari tangeal 15 Januari 2017,

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa
pengangegaran pendapatan nagar yvang bersumber dari Pendapatan Asli
Magari (PAN] memperhatikan salah satunya yaitu mencantumbkan dasar
hubkum pungutan naigar[ herkenaan dan dilarang mengangearkan pendapatan
pungutan nagan vang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada,

Fada Rancangan Peraturan Nagarl Bunga Pasang Salido tentang AFR Nagari
Bunga Fasang Salldo Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pendapatan yang
berasal dam Dana Desa | AFBN ) sebesar BEp 1150013100000 - berdasarkan
Peraturan Bupati Pesisir Selathn Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Magan vang Bersumber dar
Angparan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anpearan 2020,

Pada Rancangan Peraturan Nagarl Bunga Pasang Salido tentang APB MNagari
Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Pendapatan Bagl
Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 33869 800,00.- dengan rincian Bagt
Hasil pajak Daesrah  sebesar Bp. 15617 400,00.- Hag hasil retnbus daerah
sebesar Bp.8.239 800,00 - dan Bagi hasil PBE P2 sebesar BP, 100012 600,040. -
sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 41 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Bagl Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setlap Nagar yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020,

Fada Rancangan Peraturan Nagar Bunga Pasang Salide tentang APB Napgari
Bunga Fasang Salido Tahun Anggaran 2020 diapggarkan pendapatan vang
berasal dari Alokasi Dana MNagar | AFBD | sebesar Bp. S09.48 1. 300,00,
sudah sesual dengan alokas! vang ditetapkan dalam Peraturan Bupatd Pesisir
Selatan Nomor 43 shun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Dama Magarl yang bersumber darl Angearan Pendapatan dan Belanja Dacrab
Tahun Anggaran 2020,




b, Angmaran Lain-lain Pendapatan Kagar] vang sah sebesar RBp. 51.000.000,00, -
bersumber dar sumbangan dari Pihak ke-3 vang tdal mengikat sebesar
Ep. S0.000.000,00.- dan Pendaatan Bunga Bank scbesar REp FO0D.000.00,-
menyesiaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

. BELAMJA

Belanja Hagari hamss dipunakan uniuk pelaksanaan kewenangan
Mapari meliput kewenangan di Mdang penvelenggaraan Pemeriniaban Magari,
pelaksanaan Pembangunan Magari, pembinaan kemasyarakatan MNagar, dan
pemberdayaan masyarakal Magari dan Belanja Penanggulangan Bencana,
Crarurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah  Kabupaten,
kewenangan  lain yang  ditugaskan  oleh  PemerintahfPemerintah
Propinsi,/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Magari serta
kewenangan lokal berskala Magar,

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi
Dana kepada Nagari adalah untuk membiayvai Program dan Kegiatan yang
telah ditvangkan dalam REPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam
musyawarih Perencanaas Pembangunan Nagari,

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Magard, antara lain menvatakan
hahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dard APBN,
AFBD Frovinsl dan APED Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, vang belum
dimmanfastkan dan/atau masih ada di rekening kas nagar sebagal SILPA
Tahun Anggaran 201%, Pemerintah Napar harus menganggarkan kembali
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Magari Tahun Anggaran 2020
sesual dengan peruntukan yvang sudah discpakati bersama BAMUS Nagari
pada tahun sebelumnya,

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanjs Wagari Tahun Anpparan 2020, pengalokasian dana kegiatan vang
bersumber dari APBEN belum  sepeniuhnya  dialokasikan untuk kegiatan-
kegiatan vang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam
Pernturan Menterd Desa, Pembangunan Daerabh Tertingsal dan Transmigrasi
Formor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pengeunean Dana Desa Tahun 2020
dan Peraturan Menterd Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 20 Tabun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun
2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tentang Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Walli Bagari, Perangkat Nagar Serta Tunjangan Kehormatan
Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan MNomor 41
tahuun 2018 entang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak
Dacrah Dan Retribusi Daerah Setlap Nagar yang bersumber dard Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 42 Tehun 2019 tentang Tate Cara Pembagisn dan
Penetapan Rincian Dana Nagar yvang Bersumber dar Anggaran Pendapatan
dan Belanja Megara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupat] Pesigir-Selatan

B




Momor 43 tabun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alolkasi
Dana Nagar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020,

Adapun pnnsip penggunaan Dang oleh Nagart untuk mendanai
pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local
berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang
Penvelengearaan Pemerintaban Nagard, Belanja Bidang Pembanglnan MNagari,
Belanja Bidang Pembinasn Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masvarakat
Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagan
sebagal berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagar terscbut antara lain .

A, Penvelenpparaan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Nagari |
I} Pada kegiatan Penvediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali
Magari schesar Rp. 51.600,000,(M.- yang terdin darl penghasilan
tetap Wall Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00,- dan tunjangan Wali
Magan sebesar BRp. 15 G000 D03 O0, -

21 Pada kepiatan Penypdiaan Penghasilan tetap dan  funjangan
Perangkat Magari sebesar Bp, 310.500.000,00.- yang terdiri dar
penghasilan tetap Peranghkat Magari sebesar Rp. 245.100.000,00,-
dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Bp.65.400.000,04,

3] Pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagl Wali Nagari dan
Perangkat Magar sebesar REp. 6.403.308,00.. vang terdiri dari
Jaminan Kesehatan Perangkat Magar schesar Rp. 2.385.600,00,-
Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari sebesar Rp, 2.246.400,00,-
Jamifan Ketenagakerpaan Perangkat HNagari schesar
Rp. 1.771.308,00,-

4] Pada kegiatan Penyedisan Operasional Pemerintah Nagar sebesar
Fp. 48.816.450,00,-

50 Pada leegiatan Penvedinan  Tunjangan Bamuz  sehesar
Rp. 0,300,000, ), -

6] Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus  sebesar
Rp. 19.500.000,00,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemenntahan Nagar ;

1) Penvedigan Sarana  (asset  tetap)  Perkantoran  sebesar
Rp. 6,262 (00, 00, -

2| Pada kegiaten Pemeliharaan GedungfPrasarana kantor Nagan
selesn] Rp. 10.750.000, (1~

C. Pada kepiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan
O




1]

Pada kegiatan Pelavanan Administrasi Umom dan Rependudukan
sl RAT Fp. 1800, 000,00,

D). Penvelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan

]

2]

3

9]

5)

i

Pada Kepiatan Penyelenggarsan Musyawarah Perencanaan Negao
Pembahasan APE Magarl (regular sebesar Ep, 10,480.500,00.-

Pada Kegiatan Penvelenggarnan Musyawarah Nagar lainnya (non
repular) sebhesar Bp, 5,708 (00,00 -

Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagar
[REIM EEF] sebesar Bp. 1.532.000,00.-

Fada HKegiatan Penyusunan Deokumen HKeuangan MNagan [(AFE
Magari, APB Perubahan, LPJ dll} sebesar Rp. 4.009 447 G8_-

Pada Eegiatan Pengembangan Sistem Informosi Nagari sebesar
Rp. 38.450.000,00.- untuk HKegiatan Pengadaan BSBarana
Prasarana Informasi Nagari dengan belanja Pengadasn Sound

System sebesar Rp 20.000.000,00,- dipindahkan ke Hegiatan
Lansia *

Pada Kegiatan Penvelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan
Pengirirmear Kontngen dalam Lomiba Magari schesar
Rp. 6.133.8%96,57 .-

E. Untuk kegiatan 3ub Bidang Pertanahan @

Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan [(1FD5)
schesar Bp 5.424.050,71.-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A SBub Bidang Pendidkan

2]

Pada Kegiatan Penyelengaraan PAUDTE/TPA/TKA /TP Madrasah
Non Formal Milik Magari sebesar Bp 279800, 00H), (), -

Pada Kegiatan Penyvelengaraan PAUD (APE, Sarana PAULD| schesar
Bp 21,248 500,00, -

B. Bub Bidang Kesehalan

1]

21

Regiatan Penyelengearaan Pos Keschatan Nagan f Polindes BMilik
Magar sebesar B, 4, 100,000,000, -

hegiatan Penyvelenpgaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Thuy
Hamdl, Lansia, Insentif] sebesar Bp, 87, 700.000,00,-
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3) Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan sebesar
Ep. 5.273.450,07,-

4) Kegiatan Penvelenggaraan Desa  Siaga  Keschatan schesar
Ep. 13.590.000,00,-

5) Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita |[BKB)
sebesar Bp. 21.900.000,00,-

6) Kegiatan Pembangunan Sarana Polindes sehesar
REp. 10.000.000,00,-

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan
Nagari (Gorong, Selokan, Irigasi dll) sebesar Rp. 336.802.000,00,-

2] Kegiatan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari
sebesar Rp. 60.000.000,00,-

[}, Sub Bidang Kawasan Permukiman

1) Kegiatan Dukungan Pelaksansam Program Pembangunan RTLH
sebesar Rp. 60.000.000,00, -

2) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK
sebesar Rp. 13.500.000,00,-

E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1} Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Nagari sebesar
Rp, 27.000,000,00,-

F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1) Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Public Nagari sebesar
Rp. 7.500.000,00,-

(. 5ub Bidang Pariwisata

1] Kegiatan Pembangunan Sarana prasarana Pariwisata Milik Nagard
sebesar Rp. 3.500.000,00,-

2] Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari sebesar
Ep. 50.851.000,00,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub  Bidang Hetentraman, HKetertiban Umum dan  Perlindungan
Masvarakat

1] Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/ketertiban (Satlinmas) sebesar Rp. 8,000,000,00,-
- 11




B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1} Kegiatan Pembinaan Croup Kesenien dan Kebudayaan Tingkat
Magari sebesar Rp. 3,200.000,00, -

2} Kegiatan Penyvelenggaraan Festival Kesendan, Adat/Kebudayvaan dan
Heapamaan (HUT RI, Hard Raya Reagamaan dllj scbhesar
Ep. 48.488 500,00,
. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1) Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga
Sehagai  Wakil Nagari Tingkat RKec/Kab/RKota schesar Rp.
28.890.00,00,-

2] Kegiatan Penyelenggaraan Featival /Lomba Kepemudaan dan Olah
Faga Tinglkat Nagari sebesar Bp, 33.960,000,080,-

3] KHegiatan Pembangunan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olah
Raga schesar Rp, 1.291.017,00,-

. Sub Bidang Kelembagnan Masyaralkat :
1} Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp, 2.500.00,00,-
2) Kegiatan Pembinaan LPMN Rp, m_ﬁm.nm,m,-
3} Kegiatan Pembinaan PRE sebesar Rp. 10.000.000,00, -
4. Bidang Pemberdayvaan Masyarakat

A. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Magari

1) Keglatan  Peningkatan  Kapasitas Wall MNagarl  sebesar
R, 8,300, 000,00, -

2] RKegiatan  Peningkatan  Kapasitas BAMUES  Nagari  schesar
Rp. 9.150.000,00,-

B, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perdindungan Anak dan Keluarga

1] Kegiatan Pelatlhan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
sebesar Bp, 55, 540,000,040, -

5. Bidang Penangeulangan Bencana, Damirat dan Mendesak Napari
A, Bub Bidang Penangeialangan Bencanag

1} Kegiatan Pepnanggulangan Bencana sebesar Ep. 10.000,000,00,-




6. PEMBIAYAAN e =

Pada Rancangan APH Mapari Bunga Pasang Balido dianggerkan Pen.

schesar Bp.l.Y60.482. 100,00,- dan Belanja scbesar Rp.L.773.930, 13,

schingga terdapat defisit sebesar Rp. 13.468.020,03,- Selanjutnva, jug
dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 pada pos
Penerimasn Pembinyaan sebesar Bp, 13.468.020,03,- jadi, Pendapatan sudah .
balance dengan Belanja, Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan ™
Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuban serta kemampuan

keuangan Nagari.

Salido, & Februari 2020

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

NO. NAMA JABATAN DALAM | raNDA TANGAN
1 2 | 3 .4
, | SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP,M.8i Ketua "
" | [Camak IV Jursi] %

—_— o g —— [

MIRZA TSWANDI, SKM

2. | |Sekcam IV Jurai]

3 SYAHYAKIRTI, SE
" | (Kasi Pemerintahan)

RIO PRATAMA, A.Md
4, |{Kasubsg Perencanasn Heusngan dan
Pelaporan|

YUDIA MURTA, 8.Pd.1
[Pendamping Desa)




